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PURBALINGGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 20 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

a. bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan dan

memperlancar terselenggaranya pelaksanaan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial
kemasyarakatan di Desa secara berdaya guna dan
berhasil guna, dipandang perlu mengatur penggalian
potensi dan sumber-sumber pendapatan Desa;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan ~ Daerah, Pasal 72  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
maka perlu mengatur Sumber-sumber Pendapatan
dan Kekayaan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b
perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber
Pendapatan dan Kekayaan Desa;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengabh;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4567);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
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Menetapkan

7.

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik ~ Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA

dan
BUPATI PURBALINGGA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG SUMBER

PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

agrowpnE

S

10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintah adalah Permerintah Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Purbalingga.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah
Kabupaten Purbalingga.

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di
tingkat Kecamatan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga yang merupakan perwujudan  demokrasi  dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung
oleh warga masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.

Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari
Sekretaris Desa dan Kepala Urusan sebagai unsur staf, unsur
pelaksana teknis lapangan dan Kepala Dusun sebagai unsur
kewilayahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat
oleh BPD bersama Kepala Desa.

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa.

Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa.

Aset Desa yang selanjutnya disebut kekayaan Desa adalah segala
kekayaan dalam bentuk tanah/lahan, barang/bangunan serta sumber
penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.

Kas Desa adalah aset desa yang siap dipergunakan untuk
penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan, dan  sosial
kemasyarakatan.

Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan
asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan
hak lainnya yang sah.

Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, pendapatan
yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok
masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar
kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang
yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.

Partisipasi atau gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan
dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik
yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau warga Desa dengan
Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun

-5-



